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ABSTRACT

Social rehabilitation through a religious approach is an effort to recover from
narcotics abusers so that they can live better and be more responsible in the
future. Social rehabilitation is a manifestation of the development of the
Indonesian people as a whole which aims to shape the nation's character. The
problems in this study, namely: What is the legal provisions for the
implementation of rehabilitation for drug addicts who undergo rehabilitation?
What is the provision of the rehabilitation process for narcotics addicts and how
is the Islamic legal approach in implementing rehabilitation for narcotics addicts
in the rehabilitation center of the Banda Aceh hijrah gate? This type of research
is empirical juridical research. The data analysis used in this study is qualitative
data analysis. Based on research results, the implementation of rehabilitation for
narcotics addicts undergoing rehabilitation according to the Narcotics Act can be
done in two ways, namely based on a court decision or recommendation from an
agency with an assessment and voluntarily by carrying out compulsory reporting
for themselves by an addict who is sufficient age and by parents/guardians for
addicts who are not old enough. The rehabilitation process for narcotics addicts
undergoing rehabilitation at the rehabilitation center of the Pintu Hijrah Banda
Aceh Foundation is carried out in three stages, first, the medical rehabilitation
stage (detoxification), the non-medical rehabilitation stage by following various
programs in the rehabilitation place and the advanced care stage (after care) .
The Islamic legal approach in the implementation of rehabilitation for narcotics
addicts in the rehabilitation center of the Pintu Hijrah Foundation in Banda Aceh
has a great influence on the change in behavior of narcotics residents. Based on
the results of the Ministry of Social Republic of Indonesia's assessment, the
percentage of successful rehabilitation of addicts is 80% of the total number of
residents who have participated in rehabilitation programs at the Banda Aceh
Hijrah Door Foundation.
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I. PENDAHULUAN
Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang
melanggar ketentuan undang-undang, di mana mereka adalah warga negara
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Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir
disegala bidang.! Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang peluang
adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika , yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal
55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam
Pasal 13—14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis
dan Rehabilitasi Sosial.

Ketentuan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur didalam Pasal 54 dan
Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang
Narkotika menyebutkan: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Penempatan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dalam panti
rehabilitasi harus terlebih dahulu melalui assessment yang ketat untuk mengetahui
kadar ketergantungan penyalahguna narkotika. Kebijakan pemerintah menjamin
pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi
dianggap sebagai formula yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan
narkotika, dimana saat ini lembaga pemasyarakat dianggap sudah tidak tepat dan
aman bagi pecandu narkotika.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan pecandu nakrotika secara fisik,
mental maupun sosial, salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan agama.
Konsep pendekatan agama dalam proses rehabilitasi ini salah satunya adalah
melalui pendekatan agama Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan nilai
Akhlak, Ibadah dan Akidah.? Rehabilitasi sosial melalui pendekatan agama
merupakan upaya pemulihan dari pelaku penyalahguna narkotika agar
kedepannya dapat hidup lebih baik dan bertanggung jawab. Rehabilitasi sosial
merupakan wujud pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya yang bertujuan
membentuk karakter bangsa.

Yayasan Pintu Hijrah atau Sirah adalah lembaga non profit yang bergerak di
bidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan
keislaman tanpa narkoba, bergerak dalam bidang budaya, sosial dan ekonomi
kreatif. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) ini berdiri pada tanggal 16 Januari 2016
atas inisiatif/ gagasan Dedy Saputra ZN, S.Sos. Diawal pendiriannya Yayasan
Pintu Hijrah berfokus pada kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba (rawat inap dan
jalan).® Terapi yang dilakukan di Yayasan Pintu Hijrah adalah terapi yang
berbasis islami seperti Terapi Dzikrullah (mengingat Allah) yang dilakukan

'Suhasril, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 89

2Nelvitia Purba, et.al., Penerapan Penyembuhan Bagi Pecandu Narkoba Dengan
Membangkitkan Kesadaran Agama Melalui Pembetulan Nilai Pendidikan Ibadah, Akidan dan
Ahklak di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Sunggal, (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 3 No. 2 November 2019 ISSN 2580-0337 (print), ISSN 2580-0531, pp. 384-389).

3Wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Pintu Hijrah Basirah, Dedy Saputra, pada
tanggal 27 Mei 2020.
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dengan menyebut nama Allah atau mengucapkan berkali-kali. Dengan metode
zikrullah maka tercipta rasa cinta yang mendalam kepada dzat yang namanNya di
sebut-sebut dan diingat. Zdikir adalah bentuk ekspresi keagamaan yang tidak
hanya memiliki dimensi ibadah antara manusia dengan Allah, tetapi juga
mengandung unsur terapi terhadap penyakit. Dengan terapi dzikir manusia akan
terbebas dari berbagai penyakit hati yang menghinggapi diri.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu
mengenai Pendekatan Agama Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya
Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pencandu Narkotika Di
Yayasan Panti Pintu Hijrah Banda Aceh.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena
penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum gejala-gejala sosial,
peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat.* Dilihat dari bentuknya,
penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, karena penulis akan memaparkan
serta memberikan penilaian serta saran atas peristiwa yang telah terjadi.’
Sedangkan dilihat dari aspek tujuannya, maka penelitian yang penulis lakukan
merupakan penelitian problem finding, karena tujuan penelitian ini adalah untuk
menemukan permasalahan dan solusi sebagai akibat suatu kegiatan.® Adapun
dilihat dari aspek keilmuan yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam
kategori penelitian monodisipliner, karena penelitian ini didasarkan pada satu
disiplin ilmu, yakni ilmu hukum.’

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), agar
penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif)
saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer
adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (field research) dengan
mengadakan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data
yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (/ibrary research), berupa bahan-
bahan hukum, yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum
tersier.

Penelitian yuridis empiris mengacu pada data primer yang diperoleh dari hasil
penelitian lapangan. Oleh karena dalam penelitian ini digunakan teknik
pengumpulan data melalui wawancara.® Selain teknik wawancara, dalam
penelitian ini juga dilaksanakan penelitian studi kepustakaan yang bertujuan untuk
mengumpulkan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar analisis terhadap data
yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pada penelitian kepustakaan, maka

4Sri Mamudji, et al, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 4.

SIbid.

®Ibid, h. 5.

"Ibid.

8Bambang Waluyo, Op.cit, h.15.
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digunakan studi dokumentasi dengan menelusuri bahan-bahan hukum sebagai
referensi yang akan disusun sebagai data sekunder penelitian.

Adapun analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu
analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh inti
permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode pengolahan
tersebut, akan diperoleh laporan mengenai apa yang terjadi, mengapa sesuatu
terjadi dan akibat dari kejadian tersebut. Sehingga dapat diperoleh gambaran
secara holistik tentang permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, dari hasil
penelitian dapat ditarik kesimpulan dari umum ke khusus.

I11. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 54 sampai
dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika. Didalam ketentuan Pasal 54
Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu dan korban
penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan adanya kewajiban
rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini berarti bahwa penerapan
rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang dapat diterapkan rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial adalah penyalahguna yang dikualifikasi sebagai pecandu
dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika menurut
ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika adalah adalah orang yang
menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.’

Pengertian “Pecandu Narkotika” sebagaimana diatur dan disebutkan dalam
Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan
atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
narkotika, baik secara fisik maupun psikis.!® Sedangkan ketergantungan narkotika
adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara
terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama
dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.!!

Rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkotika merupakan suatu proses
yang dilakukan dalam rangka pengobatan yang bertujuan membebaskan pecandu
dari ketergantungannya terhadap zat narkotika. Masa menjalani rehabilitasi oleh
pecandu menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika dipersamakan dengan
masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga
dipandang sebagai upaya perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu

%Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomror 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5062 Tahun 2009).

0pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomror 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5062 Tahun 2009).

"Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomror 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5062 Tahun 2009).
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narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan
narkotika.'?

Rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkotika menurut Undang-Undang
Narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Kedua cara tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif,
bukanlah pilihan yang dapat dilaksanakan secara parsial. Rehabilitasi medis
sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1), dimaksudkan untuk
memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial
penderita yang bersangkutan (pecandu narkotika).!* Adapun rehabilitasi sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan bagi mantan pecandu
narkotika, dikatakan mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah
dinyatakan sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan
psikis.'

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan rehabilitasi
bagi pecandu narkotika secara umum dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Agar pencandu narkotika dapat
mengikuti program rehabilitasi sosial, maka sebelumnya pecandu narkotika harus
terlebih dahulu mengikuti program rehabilitasi medis. Dengan kata lain,
pelaksanaan rehabilitasi sosial baru kemudian dapat diterapkan bagi pecandu
narkotika, jika pecandu narkotika telah sembuh dari ketergantungan fisik dan
psikis terhadap zat narkotika.

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap
penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika
Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun. Selanjutnya, menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika, setiap
penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa orang tersebut adalah sebagai korban
penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Peraturan Bersama Peraturan Bersama antara Lembaga
Pemerintahan dengan Lembaga Penegak Hukum tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi, bahwa penyalahguna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa
rehabilitasi. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada
saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat
tertentu yang tidak melebihi jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

2Berliandista, Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika, (Jurnal Jurist Dictum, Volume.
3 Nomor 2, 2020), h. 825

3Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomror
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

4Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomror 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5062 Tahun 2009).
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Selain itu, penyalahguna narkotika agar dapat ditempatkan pada lembaga
rehabilitasi medis/atau rehabilitas sosial, maka Tersangka atau Terdakwa juga
harus dilengkapi surat hasil Asesmen dari tim Asesmen terpadu. Tim Asesmen
terpadu terdiri dari: a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim
Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaaan dan Kemenkumham. Sanksi
tindakan terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103
Ayat (1) dan Ayat (2) Undang—Undang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika memang tidak mengatur secara ekspilisit
mengenai kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika,
namun penyalahguna tetap dapat mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi. Hal
ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama antara Lembaga
Pemerintahan dengan Lembaga Penegak Hukum tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi, yang menentukan : Pecandu Narkotika dan korban penyalahguanaan
Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil
Asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi
medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, menurut Undang-
Undang Narkotika jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika jo Peraturan Menkes Nomor 50
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi
Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, maka
pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pencandu narkotika dapat dilakukan
berdasarkan putusan hakim dan dilakukan secara suka rela.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan
hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Narkotika,
menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat
memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan
melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.'’

Adapun pelaksanaan rehabilitasi medis secara suka rela dapat dilaksanakan
berdasarkan ketentuan wajib lapor diri bagi pecandu narkotika yang sudah dewasa
(cukup umur) atau wajib lapor oleh orang tua atau wali bagi pecandu yang belum
cukup umur sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, disebutkan bahwa :!°

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu

narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau

15Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomror
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

!6pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
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wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi

penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan

melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor, maka wajib untuk
menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.!” Bagi pecandu yang
telah melaksanakan wajib lapor atau melaporkan diri ataupun dilaporkan kepada
institusi penerima wajib lapor diberi kartu lapor diri setelah menjalani assesmen.
Proses assesmen bagi pecandu narkotika merupakan tahap pemeriksaan terhadap
pecandu, mengenai kondisi fisik dan psikis dari pecandu narkotika yang kemudian
dibuatkan dalam rekam medis yang menjadi dasar penilaian terhadap perubahan
perilaku pecandu narkotika.!® Pelaksanaan rehabilitasi medis dapat dilaksanakan
melalui rawat jalan dan rawat inap sesuai rencana rehabilitasi dan
mempertimbangkan hasil assessmen. Demikian pula dalam pelaksanaan
rehabilitasi sosial, dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga
rehabilitasi sosial, yang juga mempertimbangkan rencana rehabilitasi dan hasil
assessmen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rehabilitasi medis bisa
diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis
melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orangtua diakomodasi melalui program
wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Rehabilitasi medis yang
ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/
lembaga negara pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

B. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Panti

Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Proses pelaksanaan rehabilitasi sesuai amanat Undang-Undang Narkotika
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial. Kedua bentuk rehabilitasi tersebut memiliki cara-cara dan pola pelaksanaan
yang berbeda satu sama lain. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika
di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, secara umum dilakukan dalam beberapa
tahap, yaitu:

1. Pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)

Pada tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk
melepaskan ketergantungan Napza dan juga menghentikan penyalahgunaan
narkoba oleh pasien rehab yang dilakukan di bawah pengawasan tim dokter
dalam rangka mengurangi gejala putus zat (sakau). Dengan kata lain,
rehabilitasi medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk
membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. '

7Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

8Lihat, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

YWawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan
Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.
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Pada tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), pecandu diperiksa seluruh
kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang
memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk
mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat
tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal
ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi
gejala kecanduan narkoba tersebut.

Proses pemulihan seorang pecandu narkotika tidaklah semudah
menyembuhkan penyakit lainnya, seseorang yang telah mengalami
kecanduan memerlukan proses panjang untuk membebaskannya dari
narkotika, selain menghilangkan zat narkotika yang ada didalam tubuh si
pecandu melalui perawatan fisik, seorang pecandu juga harus mendapatkan
perawatan psykhis untuk menghilangkan sugesti yang ada dipikiran pecandu
tersebut. Hal ini dikarenakan narkotika yang disalahgunakan dapat
membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai salah-satunya adalah
“euphoria” yaitu suatu perasaan riang gembira (well being) yang dapat
ditimbulkan oleh narkotika yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak
sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenernya.?’

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang narkotika
Pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun sikis.
Ketergantungan terhadap narkoba yang dialami oleh Pecandu narkotika
dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a. Ketergantungan psychis.

Jenis ketergantungan ini, biasanya seseorang menggunakan narkoba

bertujuan untuk melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup.

Persoalan hidup, keadaan atau kesulitan hidup tersebut akan timbul

kembali jika penggunaan narkoba dihentikan. Untuk dapat menghindari

persoalan hidup, melepaskan diri dari keadaan kesulitan, pengguna harus
menggunakan narkoba kembali. Keadaan tersebut terus menerus terjadi
atau berulang kembali. Penggunaan narkoba yang semula coba-coba dan
menggunakan narkotika sebagai pelarian akhirnya kebiasaan dan tidak
bisa dilepaskan (drug habitual).*!

b. Ketergantungan fisik

Penghentian penggunaan drug (narkoba) akan menimbulkan gejala-

gejala abstinensi (rangkaian suatu gejala yang hebat). Misalnya pada

obat-obatan turunan morfin akan mengakibatkan ketakutan, berkeringat,
mata berair, gangguan lambung dan husus, sakit perut dan lambung, tidak
bisa tidur. Jadi keadaan jasmani pengguna akan terus menerus
membutuhkan narkoba (drug) dan jika berhenti akan menimbulkan
gejala-gejala abstinensi tersebut, yang apabila dihentikan secara tiba-tiba
(putus obat) akan mengakibatkan kematian.*?

Hari Sasangka, Narkotika dan Psokotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,
Bandung, 2003, h 24

217pid, h. 21.

2/pid, h 21-22.
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Rehabilitasi medis dilakukan pada penyalahguna narkotika yang telah
mengalami tingkat ketergantungan narkotika sangat tinggi, yang ditandai
oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan
takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Di mana
apabila pemakaiannya dihentikan, maka akan menimbulkan gejala psikis
terhadap pecandu. Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika
yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah:?

a. Terapi detoksifikasi adalah proses mengeluarkan zat narkotika yang ada di
dalam tubuh pengguna narkotika. Proses detoksifikasi bagi pecandu
narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses
detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di
dalam tubuh seorang pecandu.

b. Terapi komonitas adalah terapi dengan cara dibentuk kelompok-
kelompok dan grup konselor adiksi, di mana konselor adiksi yang
ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk
membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.

2. Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program
ditempat rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika
dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk
oleh badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dan ada juga yang didirikan
berdasarkan swadaya masyarakat yang ingin mendirikan lembaga
rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi swadaya yang melaksanakan kegiatan
rehabilitasi pecandu narkotika berada dalam pengawasan badan narkotika
nasional Provinsi, Dinas Sosial, dan juga Dinas Kesehatan.?*

Pada tahap ini pecandu wajib mengikuti program dan berbagai kegiatan
rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh panti rehabilitasi ini. Salah satu
kegiatan yang harus diikuti oleh pecandu narkotika dalam menjalani
rehabilitasi medis.

Selama masa menjalani rehabilitasi sosial, maka pecandu narkotika
mengikuti berbagai program kegiatan yang telah direncanakan, antara lain:
program therapeutic communities (TC) yang dilaksanakan dalam 12 (dua
belas) langkah, melalui berbagai pendekatan, mulai dari keagamaan,
ekonomi, dan lain-lain. Adapun dua belas langkah dalam rehabilitasi
terhadap residen (pecandu) narkotika, meliputi:>
a. Pasien mengakui bahwa dirinya tidak berdaya terhadap adiksi, sehingga

hidupnya menjadi tidak terkendali.

BWawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan
Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.

2*Wawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan
Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.

Nazaruddin, Pendidikan Islam sebagai Terapi bagi Terpidana Pengguna Narkoba
Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang, (Jurnal TA”DIB, Volume 22,
Nomor 2, Juli-Desember 2019, Page: 111-119).
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b. Pasien menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri
sendiri yang dapat mengembalikannya kepada kewarasan.

c. Pasien membuat keputusan untuk menyerahkan kemauan dan arah
kehidupan kita kepada kasih Tuhan Yang Maha Esa.

d. Pasien membuat inventaris moral dirinya sendiri secara penuh,
menyeluruh dan tanpa rasa gentar.

e. Pasien mengakui kepada Tuhan, kepada diri sendiri dan kepada seorang
manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahannya.

f. Pasien siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan
karakter.

g. Pasien dengan rendah hati memohon kepadaNya untuk menyingkirkan
semua kekurangan-kekurangan.

h. Pasien membuat daftar orang-orang yang telah disakiti dan menyiapkan
diri untuk meminta maaf kepada mereka semua.

i. Pasien menebus kesalahan secara langsung kepada orang—orang tersebut
bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai
mereka atau orang lain.

j. Pasien secara terus menerus melakukan inventarisasi pribadi dan
bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan.

k. Pasien melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk
memperbaiki kontak sadar dengan Tuhan, berdoa hanya untuk
mengetahui  kehendakNya atas diri dan  kekuatan  untuk
melaksanakannya.

. Setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-
langkah ini, pasien mencoba menyampaikan pesan ini kepada para
pecandu lainnya dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala
hal yang dilakukan.

Keseluruhan langkah-langkah tersebut di atas sangat berperan dalam
pemulihan pasien narkoba. Dari kedua belas langkah-langkah yang
ditawarkan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemulihan yang bertahap
mulai dari detoksifikasi. Pasien yang berhasil menerapkan keseluruhan
langkah-langkah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pasien tersebut telah
sembuh dan dapat beraktivitas serta kembali ke tengah masyarakat.

3. Pasca rehabilitasi atau tahap bina lanjut (affer care).

Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan
sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu
dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap berada di bawah
pengawasan.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, agar
pelaksanaan rehabilitasi tersebut memberikan hasil maksimal, maka Badan
Narkotika Nasional membentuk tim seksi pasca rehabilitasi, yang bertujuan
agar mantan pecandu narkotika dapat lebih mudah untuk kembali ke
masyarakat. Musiarifsyah Putra, menjelaskan bahwa: kegiatan pasca
rehabilitasi yaitu dengan membentuk rumah damping sebagai tempat untuk
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melakukan pendampingan terhadap mantan pecandu dan korban
penyalahgunaan narkotika.?®

Rumah damping disini memberikan vokasional terhadap para mantan
pecandu agar mereka memiliki keterampilan. Tahap ini pecandu diberikan
kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari,
pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di
bawah pengawasan.

Pelaksanaan program pasca rehabilitasi dapat dibagi menjadi dua yaitu
program pasca rehab yang dilaksanakan di kantor BNNP dan rumah
damping. Program pasca rehab BNNP, dikhususkan untuk residen yang
masih kambuh. Dalam program pasca rehab ini akan dibekali keterampilan
seperti pelatihan membatik, pelatihan refleksi, serta pelatihan sablon yang
kemudian akan mendapatkan sertifikat sehingga diharapkan setelah
menjalani rehabilitasi dapat langsung terjun ke masyarakat ataupun bekerja
dengan modal pelatihan yang diberikan dalam program pasca rehab tersebut.

Terhadap pecandu yang telah dinyatakan sembuh, dalam artian tidak lagi
kambuh untuk menggunakan narkotika, maka dapat mengikuti program
rumah damping. Dalam program rumah damping berisi 15 orang untuk tiap
program dan menginap selama 50 hari. Untuk rumah damping ini program
yang diberikan adalah konsultasi dengan pendamping, seminar kesehatan,
dan family support.

C. Pendekatan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi

Pecandu Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Pola pembinaan dan pelaksanaan Agama Islam yang diterapkan di Panti
Yayasan Pintu Hijrah adalah dengan mengundang Ustadz dari Luar yaitu Tgk.
Mudarris Beliau diundang untuk mengajarkan materi keagamaan yang berkaitan
dengan proses pemulihan para resident (pecandu) di Yayasan Pintu Hijrah.
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan tasawuf
dimana para resident diajarkan tentang pentingnya taubat dan mendekatkan diri
kepada Allah Subhana Wata’ala, sehingga memberikan dorongan kepada mereka
dalam melawan kecanduan narkoba dan mempercepat pemulihan psikologis
mereka.

Materi yang disampaikan Ustad dalam pengajian menyangkut tentang
Agqidah, Hukum Islam, Praktek Shalat, membaca Al-Qur’an, dan Risalah Nabi.
Dalam pengajian Ustad tidak menggunakan buku pedoman khusus, beliau hanya
menggunakan catatan yang berpedoman pada buku-buku agama. Dalam materi
aqidah Ustad mengajarkan tentang rukun Iman, rukun Islam dan materi lainnya
yang berkaitan dengan keyakinan, sedangkan dalam hukum Islam beliau
memberitahukan tentang hukum halal dan haram dan tentang dilaranganya
minuman khamar dan hal-hal yang memabukkan seperti merusakkan akal, badan
dan kesehatan serta praktek shalat. Sedangkan materi sejarah Nabi, baliau
menceritakan tentang ahklak Nabi, sehingga para pecandu dapat mengikutinya.

ZWawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan
Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.
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Selanjutnya, dalam menyampaikan materi pengajian Ustad Tgk. Muddaris
menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode diskusi, tanya jawab,
metode praktek, dan ceramah. Pemilihan metode penyampaian materi yang tepat
juga sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi terhadap
pecandu. Oleh karena itu, dalam menyampaikan materi pengajian, Ustad harus
menentukan metode yang tepat dan baik. Dalam hal ini Ustad Tgk. Muddaris
sebagai seorang pembina harus mampu menyesuaikan metode yang digunakan
dengan tujuan yang hendak dicapai, tingkat usia dan kemampuan pecandu yang
dibina, fasilitas yang tersedia dan situasi saat pembinaan berlangsung, baik itu di
asrama maupun di mushalla.?’

Salah satu metode yang lazim digunakan dalam penyampaian materi
pengajian adalah metode ceramah dan tanya jawab, namun hal ini tak lepas dari
kekurangan, lebih-lebih yang dihadapi adalah orang yang mentalnya terganggu,
sehingga kurang bisa menangkap nasehat-nasehat yang disampaikan oleh
pembina, tetapi dalam prakteknya ternyata ada beberapa resident yang bertanya
kepada pembina. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian resident mampu
menangkap pembicaraan yang di sampaikan oleh pembina.

Setiap malam jum’at sering dilakukan praktek shalat, membaca Al-Qur’an
Juz Amma dan prkatek membaca doa hal tersebut dilakukan pembina supaya para
pecandu lebih aktif dan dapat memahami langsung ajaran Agama Islam, dalam
praktek shalat pembina menyuruh pecandu untuk melakukan shalat dimana
pembina memantau dari belakang, apabila ada kesalahan, maka akan diarahkan
oleh pembina. Hal tersebut juga dilakukan oleh sesama pecandu, dalam shalat
jama’ah yang sebelumnya pembina telah melihat diantara mereka siapa yang lebih
fasih dalam bacaan ayat, khususnya surah Al-Fatihah. Di sini Ustad sengaja tidak
melaksanakan shalat berjamaah dengan mereka untuk bisa memantau langsung
proses shalat berjamaah.?®

Praktek membaca doa, pembina mengajarkan residen membaca dan mengafal
doa-doa setelah shalat dan doa-doa penyembuhan penyakit, dalam hal tersebut
Ustad terlebih dahulu manulis doa-doa di papan tulis, dan para pecandu
membacanya satu persatu. Metode tersebut sangat efektif dilakukan, karena para
pecandu lebih aktif dan fokus dibandingkan dengan metode ceramah, yang
biasanya mereka banyak yang mengantuk ketika mendengarnya karena mereka
masih dipengaruhi oleh zat adiksi yang masih berada pada tubuh mereka.?’

Proses pendalaman dan penyerapan materi Agama terhadap pecandu memang
memakan waktu yang cukup lama. Hal ini diakibatkan kondisi internal dari para
pecandu sebelum memasuki panti rehabilitasi, di mana pengalaman dan
pengetahuan residen tentang Agama sangat minim, apakah disebabkan oleh
pengaruh pemakaian narkoba yang lebih lama ataukah pendidikan Agama
sebelumnya memang masih kurang. Meskipun demikian, setiap pembina harus

2"Wawancara dengan Tgk. Mudarris, Ustad Pembinaan Agama Islam di Panti Rehabilitasi
Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh tanggal 27 Mei 2020.

28 Wawancara dengan Tgk. Mudarris, Ustad Pembinaan Agama Islam di Panti Rehabilitasi
Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh tanggal 27 Mei 2020.

YWawancara dengan Tgk. Mudarris, Ustad Pembinaan Agama Islam di Panti Rehabilitasi
Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh tanggal 27 Mei 2020.
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bersikap lebih sabar, sehingga tujuan pelaksanaan dari penyampaian materi
tersebut dapat tercapai yaitu memberikan pemahaman bagi residen mengenai
ketentuan hukum islam, khususnya mengenai larangan yang diharamkan dan
perintah dan perintah Allah Subhana Wata’ala diwajibkan bagi setiap umat Islam.

Kemudian, upaya yang harus dicapai oleh seorang pembina adalah
meningkatkan keyakinan dan kesadaran beragama bagi setiap residen (pecandu)
agar mampu menerapkan pendidikan agama yang telah didapatkan dalam
kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memperkuat keyakinan para resident dalam
melakukan pemulihan dengan pendekatan keagamaannya.

Penerapan pembinaan Agama Islam di Panti Yayasan Pintu Hijrah Banda
Aceh telah memberikan dampak positif terhadap residen (pecandu), yaitu
munculnya dorongan yang kuat untuk pulih dari adiksi terhadap narkoba dan
mampu mempertahankan diri untuk tidak menggunakannya lagi. Selain itu,
penerapan pembinaan Agama Islam pada Panti Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah,
sesuai dengan Nama dari yayasan ini “Pintu Hijrah” telah mampu membawa
sebagian besar residen pada jalan hidup yang lurus sesuai dengan tuntutan agama.
Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Sosisal Republik Indonesia, dapat
diketahui prosentase keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi oleh Yayasan Pintu
Hijrah terhadap perubahan perilaku residen (pecandu) adalah sebesar 80% dari
jumlah keseluruhan residen yang pernah mengikuti program rehabilitasi.>

30Wawancara dengan Hendri Yunizar, salah seorang pengurus Yayasan Pintu Hijrah pada
tanggal 27 Mei 2020.
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IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rehabilitasi menurut Undang-Undang Narkotika diterapkan bagi
pecandu dan korban penyalahgunaa narkotika. Menurut Undang-Undang
Narkotika dan berbagai peraturan terkait lainnya, pelaksanaan rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika dilaksanakan dengan dua cara, yaitu berdasarkan
putusan pengadilan atau berdasarkan rekomendasi dari instansi dengan adanya
permohonan rehabilitasi dari tersangka/ terdakwa secara suka rela untuk
melaksanakan wajib lapor bagi diri sendiri yang dilakukan oleh pecandu, serta
laporan orang tua/wali bagi pecandu yang belum cukup umur.

2. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika di panti rehabilitasi Yayasan Pintu
Hijrah Banda Aceh dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pertama, tahap
rehabilitasi medis (detoksifikasi), yaitu tahap melepaskan pecandu dari
ketergantungan Napza atau proses menghentikan penyalahgunaan narkoba oleh
pasien rehab yang dilakukan di bawah pengawasan tim dokter. Tahap kedua,
yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program pembinaan
keagamaan dan krativitas ekonomi selama menjalani rehabilitasi. Pembinaan
keagamaan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: Tahap takhalli
(mematahkan), tahap Tahalli (meletakkan), dan tahap Tajalli (meng-esakan
Allah Subhana Wata’ala). Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan
pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas
pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
masyarakat.

3. Pendekatan hukum Islam dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu
narkotika di panti rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh memiliki
pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku dari residen (pecandu)
narkotika. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial
Republik Indonesia, prosentase keberhasilan rehabilitasi terhadap pecandu
yang dilaksanakan di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh adalah sebesar 80 %
dari total jumlah residen yang pernah mengikuti program rehabilitasi di
Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.
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